
GUBERNUR LAMPUNG 

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR 30 TAHUN 2019
 

TENTANG
 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , DINAS ENERGI DAN
 

SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAliA ESA
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang	 ba hwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa l 4 Pera turan 
Daerah Provin s i Lam pung Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pem bentuka n da n Susunan Perangka t Daera h Provinsi Lampung 
sebaga im ana telah diubah den gan Pera tu ran Daerah Provin si 
Lam pu n g Nomor 17 Ta h u n 20 17, perlu menetapkan Peraturan 
Gubem u r La mpung te n tang Kedudukan, Su s u nan Organisa si, 
Tugas dan Fun gsi serta tatakerja Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan, En ergi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 
Lampun g; 

Mengingat 1.	 Un da n g-Undang Nom or 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Pera turan Pemerin tah Pen ggan ti Undan g-Un dang Nomor 3 
Tahun 1964 ten tang Pem ben tu ka n Da era h Tingkat I 
Lam pu ng den gan men gu bah Undang-Un dang Nomor 25 
Tah u n 1959 ten tang Pemben tu ka n Daerah Tin gka t I 
Su matera Sela ta n menjadi Un dang-Unda n g; 

2.	 Unda n g-Un dang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pem ben tu ka n Peratu ran Perundang-un da n gan; 

3.	 Un dang-Un dang Nomor 5 Tahu n 20 14 te n tang Aparatu r Sipil 
Nega ra ; 

4 .	 Un dang-Undang Nomor 23 Ta h u n 20 14 tentang 
Pemerin taha n Daera h sebagaimana telah diu bah beberapa 
kali terakh ir den ga n Un da n g-Un da ng Nomor 9 Tahun 20 15 ; 

5.	 Pera tu ra n Pemerin tah Nomor 18 Tah u n 2016 tentang 
Peran gka t Daera h ; 

6 .	 Pera t u ran Pemerin tah Nomor 12 Tahu n 20 17 tentang 
Pembin aa n dan Pengawasan Penyelen gga raa n Pemerintahan 
Daerah; 

7.	 Pera tu ran Men teri Da lam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 
ten tan g Pedoma n Jabata n Fungsional Um u m di Lingkungan 
Pemerin tah Daerah; 

8.	 Pera tu ran Menteri Da lam Negeri Nomor 80 Tahu n 2015 
tentang Pem bentukan Produ k Huku m Daerah sebagaimana 
telah diu bah dengan Pera tu ra n Menteri Da lam Nege ri Nomor 
120 Tahu n 20 18 ; 



Menetapkan 
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9.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pemben tu kan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Un it Pelaksana Tekn is Daerah; 

10 . Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan da n Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017; 

11.	 Peraturan Daera h Provinsi Lampu ng Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Pembentu kan Prod u k Hukum Daerah ; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS ENERGI DAN 
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Gubemur ini, yan g dimaks ud dengan: 

1.	 Daerah adalah Daera h Provinsi Lampung. 

2 .	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung. 

3 .	 Peratu ran Gubemu r adalah Peratu ran Gubemur Lampung. 

4.	 Gubernur adalah Gu bem ur Lampu ng. 

5.	 Dewan Perwakilan Ra kya t Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung. 

6 .	 Sekretaris Daerah Provin s i adalah Sekretaris Daerah Provinsi 
Lampung. 

7.	 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan 
oleh Pemerintah kepada Daera h Otonom dalam kerangka 
Negara Kesa tuan Republik Indon esia . 

8.	 Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari 
Pemerintah kepada Gu bemu r sebagai wakil Pemerintah 
darr/ atau perangkat pusat di daerah. 

9.	 Tugas Pembantuan adalah pen ugasan dari Pemerintah 
kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk 
melaksanakan tugas terten tu yang disertai pembiayaan , 
sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan 
kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan 
mempertanggungjawabkan kepada ya n g menugaskan. 

10.	 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut 
Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 
Lampu n g. 

11.	 Dinas Energi dan Sumber Daya Min era l yang selanjutnya 
disebut Dina s adalah Dina s En ergi dan Sumber Daya 
Mineral Provin s i Lampu n g. 

12 . Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya 
disebu t Kepa la Din a s adala h Kepal a Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Larnpung. 



-3­

13.	 Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut 
Kepala Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 
Lampung. 

14 . Cabang Dinas Pendidikan adalah Cabang Dinas pa da Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Lampung. 

15.	 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Min eral a dalah Cabang Dinas pada 
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung. 

16.	 Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelom pok Jabatan Fungsional pada 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Provin s i Lampung. 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

(1)	 Dinas Daerah provinsi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan 
yan g menjadi kewenangan Daerah . 

(2)	 Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Dinas Daerah Provinsi yang berked u du kan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Gubem u r melalui Sekretaris Daerah Provinsi . 

Bagian Kedua 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Paragraf 1 

Tugas Pokok 

Pasal3 

Dinas mernpunyai tugas memban tu Gu bemur melaksanakan Urusan 
Pemerintahan yang menjad i kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 
ditugaskan kepada Daerah Provin s i. 

Paragra f 2 

Fungs i 

Pasal 4 

Untuk menyelenggarakan t u ga s pokok sebagaimana d im aks u d dalam Pasal 3, 
Dinas mernpunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lin gkup tu gasnya; 

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tu ga snya ; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lin gku p tugasnya; 

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingk u p tugasnya; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gu bem u r terkait dengan tugas 
dan fungsinya . 
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BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 

Bagian Ke satu 

Dinas Pendidikan da n Kebudayaan 

Paragraf 1 

Tugas dan Fungsi 

PasalS 

(1)	 Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan 
provinsi di bidang pendidikan dan kebu dayaan berdasarkan asas otonomi 
yang menjadi kewenangan , tuga s dekonsen trasi dan tugas pembantuan yang 
diberikan pemerintah kepada Gubem u r serta tuga s lain sesuai dengan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Gubem u r berda sarka n peraturan perundang­
undangan yang berlaku . 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), Dinas 
mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijaksanaan operasionaljteknis bidang pendidikan dan 
kebudayaan; 

b. penyelenggaraan koordinasi , sosialisasi , fasilitasi implementasi 
pelaksanaan pembelajaran dan peserta didik, kelembagaan dan 
kemitraan, sarana dan prasarana, ten aga pen didik dan kependidikan 
lintas kabupatenjkota, pelaya nan u m u m bida n g kebudayaan serta 
penyelenggaraan perlindungan , pen gemba n gan dan pemanfaatan 
kebudayaan ; 

c . penyelenggaraan supervisi, pengawasan, evalua s i dan pengendalian 
pelaksanaan kurikulum dan penilaian , kelem ba ga a n dan sarana 
prasarana, peserta didik dan pem ba n gun an ka rakter tingkat provinsi; 

d. pelaksanaan pengendalian mutu pen didi kan dan pengembangan 
kebudayaan meliputi pengelolaan eagar budaya , pengelolaan museum 
provinsi, pembinaan sejarah , pelestaria n tra d isi , pembinaan komunitas 
dan lembaga adat, dan pembinaan kesen ian; 

e. pengelolaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan 
kebudayaan; 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gu bernur sesuai dengan 
tugas dan fungsinya; dan 

g. pelayanan administrati f. 

Paragraf2 

Susunan Organisas i 

Pas a16 

(1)	 Susunan Organisasi Dina s, terdiri dari: 

a .	 Kepala Dinas; 

b.	 Sekretariat, membawahi: 
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 

2) Sub Bagian Keuangan; dan 

3) Sub Bagian Perencanaan. 
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c . Bidang Pembinaan Sekola h Menengah Ata s ; 

d . Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kej u rua n ; 

e. Bidang Pembinan Pendidikan Khusus; 

f. Bidang Pem binan Ketenagaan ; 

g. Bidang Kebudayaan , membawahi: 

1) Seksi eagar Bu daya dan Permuseuman;
 
2) Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 
3) Seksi Kesenian.
 

h . Cabang Dinas; 

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); 
J .	 Satuan Pendidikan; dan 

k. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai den ga n bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

(2)	 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas. 

(3)	 Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada aya t (1) huruf c , huruf d , huruf 
e, huruf f dan huruf g, masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggu n gjawa b kepada Kepala Dinas. 

(4)	 Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana d im aksu d pada ayat (1) huruf b, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. 

(5)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(6)	 Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h , dipimpin oleh 
Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggu n gja wab kepada 
Kepala Dinas. 

(7)	 Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) huruf h, 
dipimpin oleh Kepala Un it Pelaksana Telmis Din a s yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(8)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) huruf j, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fu ngsional sen ior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab kepa da Kepala Din a s. 

(9)	 Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pera tu ra n Gubemur ini. 

Paragraf 3 

Ke pala Dinas 

Pasa1 7 

(1)	 Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin , mengkoordinasikan, mengawasi 
dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah 
provinsi di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi 
yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas 
lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku . 
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(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 
Dinas Pendidikan dan Kebu dayaan mempu nyai fun gs i: 
a.	 perumusan kebijaksanaan operas ional Zteknis bidang pendidikan dan 

kebudayaan; 
b .	 penyelenggaraan koordinasi, sosialisas i, fa silitasi implementasi kebijakan 

teknis di bidang pengelolaan pendid ikan dan kebud ayaan ; 
c .	 penyelenggaraan pengelolaan perumusan, penyusunan dan penetapan 

kurikulum muatan lokal sekolah men enga h atas, sekolah menengah 
kejuruan dan pendidikan khusus; 

d.	 pelaksanaan penyusunan rencana kebu tu han dan pemindahan pendidik 
dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah 
kejuruan, dan pendid ikan kh u su s lin ta s kabu pa ten Zkota dalam satu 
provmsi ; 

e.	 pelaksanaan pembinaan pendidik da n tenaga kependidikan sekolah 
menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendid ikan khusus; 

f.	 penye1enggaraan pem berian rekomendasi penerbita n izin sekolah 
menengah atas, sekolah menengah kej u ruan, dan pendidikan khusus 
ya ng diselenggarakan oleh masyarakat; 

g.	 pembinaan, pengawasan, dan koordinasi pelaksanaan u ru san pemerintah 
daerah di bidang pendidikan dan kebu dayaan di ka bu pa terr/ kota ; 

h.	 penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang 
penutumya lintas daerah kabu paten zkota dalam satu provinsi; 

1.	 penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya 
lintas daerah kabupaten Zkota dalam sa tu provinsi; 

J .	 pelaksanaan pelestarian n ilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan, tradisi , 
dan pembinaan komunitas adat yang masyarakat penganutnya lintas 
daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; 

k.	 pelaksanaan pembinaan kesenian yang ma syarakat pelakunya lintas 
daerah kabupaterr/kota dalam satu provinsi; 

1.	 penyusunan bahan penerbitan izin memba wa eagar budaya ke luar 
prOVInS1; 

m.	 pengelolaan museu m provin s i; 
n.	 pengelolaan data dan inforrria s i d i bida n g pen did ikan dan kebudayaan; 
o.	 pengelolaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan 

kebudayaan 
p .	 pelaksanaan administrasi dinas Daerah provinsi d i bidang pendidikan dan 

kebudayaan; 
q.	 pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan 

kebudayaan; 
r.	 pelayanan administratif; da n 
s .	 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Paragraf 4 

Sekretariat 

Pasa1 8 

(1)	 Sekretariat Dinas mempu nyai tugas m elaksanakan pelayanan teknis dan 
administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas d i lin gku n gan Dinas. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan t u ga s sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), 
Sekretariat mempunya i fu n gs i: 

a.	 pengkoordinasi penyusu nan keb ijakan , ren cana, program, kegiatan, dan 
anggaran di bidang pendidikan menen gah, pen didikan khusus , dan 
kebudayaan serta tugas pembantuan d i bidang pendidikan dan 
kebudayaan ; 
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b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan menengah, 
pendidikan khusus, dan kebudayaan; 

c . pengkoordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan 
menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaa n ; 

d. pengkoordinasi pengelolaa n dan lapora n keuangan di lingkungan dinas 
pendidikan dan kebudayaan ; 

e . penyusunan bahan rancangan pera turan perundang-undangan dan 
fasilitasi bantuan huku m di bidang pendidikan menengah , pendidikan 
khusus, dan kebudayaan; 

f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana d i lingkungan Dinas; 

g. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingku n ga n Dinas; 

h.	 penyusunan bahan pelaksanaan u rusan tugas pem ba n tu an di bidang 
pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian 
nasional untuk sekolah menengah pertama d an pendidikan kesetaraan, 
fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendid ikan menengah dan pendidikan 
khusus, fasilitasi pengembangan karier pend id ik , penyiapan bahan 
rekomendasi izin pendirian dan penutu pan sekolah menengah kerja sarna, 
fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga 
kepercayaan terhadap Tuhan YME , fa silitasi pengelolaan warisan budaya 
nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya; 

1.	 pengkoordinasi dan penyusunan bahan publika s i dan hubungan 
masyarakat di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan 
kebudayaan; 

J.	 pengkoordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang pendidikan menengah, pendidikan khu su s , dan kebudayaan; 

k.	 pengelolaan barang m ilik daerah di lingk ungan Dinas; 

1.	 pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan 
Dinas; dan 

m.	 pelaksanaan fungsi lain yang d iberi ka n oleh atasan. 

Pasa19 

(1)	 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mem pu nyai tugas menyiapkan dan 
memberikan pelayanan dalarn u rusa n s u rat menyurat, tata naskah dinas, 
kearsipan, perlengkapan ruma h tangga, keprotokolan serta pelayanan 
umum, menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, 
pengembangan pegawai , m u tas i, promosi dan tata usaha kepegawaian , 
pengembangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan 
Dinas. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Um u m dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: 

a.	 melaksanakan dan menyia pka n bahan pengkaj ian dan pengusulan 
perencanaan anggaran kegiatan pada u nit kerjanya ; 

b .	 melaksanakan dan menyiapkan bah an pen yelenggaraan kegiatan surat 
menyurat dan penyediaan alat tulis ka n tor ; 

c.	 melaksanakan dan menyiapkan penyelenggaraan kegiatan kearsipan dan 
tata naskah dinas; 

d.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan rumah 
tangga; 

e .	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelen gga ra a n kegiatan 
keprotokolan dan hubungan masyarakat; 

f.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelen ggaraan administrasi 
perlengkapan, barang-barang inven ta ri s da n pengelola an aset/kekayaan 
milik negara di lin gkunga n satu an kerja ; 
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g.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan 
saranajprasarana dalam menduku n g kegiatan satuan kerja dan 
melaksanakan pemelih araan sarana da n prasarana; 

h.	 melaksanakan dan menyiapkan baha n serta memberikan pelayanan 
teknis administrasi kepada semua unit di lingku n gan dinas; 

1.	 melaksanakan penyus u nan rencana kebu tuhan dan forrnasi pegawai; 

J.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pen gem ba n ga n karir, peningkatan 
kesejahteraan serta proses mutasi pegawai; 

k.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian kartu pegawai 
KarisjKarsu , Askes, Taspen, cuti, penetapan angka kredit , kenaikan 
pangkat, kenaikan gaji berkala, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 
pemberhentian dan pensiun pegawai dan pemberian penghargaan; 

1.	 melaksanakan dan menyia pkan bahan penilai an kinerja pegawai 
penyusunan usulan kebu tuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta 
evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan pega wai; 

m.	 melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan tatausaha kepegawaian; 

n.	 melaksanakan dan menyia pkan bahan penyusunan dan pembinaan 
organisasi dan tatalaksana; 

o .	 melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan 
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

p .	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan . 

Pasal10 

(1)	 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 
penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, 
perhitungan anggaran , veri fikasi dan perben da h aran , inventarisasi dan 
pelaporan akuntansi keuangan Barang Milik Negara dan Barang Milik 
Daerah . 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Keuanga n ada lah sebagai beriku t : 
a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan 

dan anggaran berlanja untuk din a s ; 
b.	 melaksanakan dan menyia pkan bahan pem binaan dan bimbingan 

administrasi keuangan dan pe mbendaharaan; 
c .	 melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi pertanggung jawaban 

keuangan dan menyusun neraca keuangan satuan kerja serta bahan 
bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; 

d.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan 
dan pelaporan anggaran; 

e.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan doku men keuangan dan 
penyusunanlaporanrealisasianggaran; 

f.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan doku men keuangan dan 
penyusunan laporan akuntansi ke ua nga n pen gelola an Barang Milik 
Daerah; 

g.	 menye1enggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan eval u a s i 
pembelajaran dan ujian nasional dalam segala jenjan g pendidikan; 

h .	 melaksanakan dan menyia pkan bahan laporan serta evaluasi pelaksanaan 
tugas Sub Bagian Keu a ngan; dan 

1.	 melaksanakan tugas la in ya n g di berikan oIeh atasan. 
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Pas al l l 

(1)	 Sub Bagian Perencanaan m em pu nya i tugas menyiapkan bahan penyusunan 
rencana program, monitoring dan evalu asi, dan pelaporan pelaksanaan 
program. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut: 

a.	 melaksanakan dan m en yia pkan bahan koord in a s i dalam rangka 
sinkronisasi , kesinergian dan pengendalian program pembangunan 
pendidikan; 

b.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penelitian dan kajian pendidikan 
bagi pengembangan pelaksanaan program da n kegiatan; 

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pen gu m pu lan , pengolahan, 
analisis, penyajian dan pu b likasi data pend id ikan ; 

d . melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan, 
evaluasi penyajian dan publika s i da ta; 

e.	 melaksanakan dan menyia pkan bahan m on itoring dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan program dan kegia ta n ; 

f.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pengukuran Indikator Kinerja 
Utama dan lndikator Kinerja Ku n ci bagi sekolah menengah atas, sekolah 
menengah kejuruan dan pendid ikan khusus m en en gah atas; 

g.	 menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam pengukuran 
Indikator Kinerja Utama dan In d ik a tor Kinerja Kunci pendidikan anak 
usia dini , pendidikan m a syaraka t dan pendid ikan dasar dari provinsi ke 
kabupaten Zkota; 

h .	 menyelenggarakan koordinasi pelaksana an kegia tan bantuan operasional 
sekolah pada pendidikan dasar da ri provinsi ke kabupaten/kota; 

1.	 menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas 
peserta didik melalui perlomba an tin gka t p rovin s i, nasional dan 
internasional bagi pendidikan anak usia d ini, pen d id ik a n masyarakat dan 
pendidikan dasar dari provinsi ke kabupaterr / kota; 

j.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusu nan laporan pengendalian 
pembangunan pendidikan; dan 

k.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan . 

Paragraf 5 

Bidang Pembinaan Sekolah Me nengah Atas 

Pasal12 

(1)	 Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas m em p u nya i tugas melaksanakan 
penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pembinaan sekolah menengah atas. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiman a d im aksu d pada ayat (1), Bidang 
Pembinaan Sekolah Menengah Atas mernpu nyai fungsi: 
a.	 penyusunan bahan perumusan dan koordina s i pelaksanaan kebijakan 

di bidang kurikulum dan pen ilaian, kelemba gaan dan sarana prasarana, 
serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas; 

b.	 pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kuri ku lu m dan penilaian, 
kelembagaan dan sarana pra sarana , serta peserta didik dan 
pembangunan karakter sekolah menengah atas; 

c.	 penyusun an baha n peneta pan kurikulum m ua ta n lokal sekolah m enen ga h 
atas; 
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d. penyusunan bahan penerbitan izin pe n dirian, penataan, dan penutupan 
sekolah menengah atas; 

e. penyusunan bahan pem binaan pelaksanaan kurikulum 
kelembagaan dan sarana pra sa rana , serta peserta 
pembangunan karakter sekolah m en en gah atas; 

dan penilaian, 
didik dan 

f. penyusunan bahan pem bin aa n bahasa dan sastra daerah yang 
penutumya lintas daerah kabupatenykota dalam 1 (satu) daerah provinsi; 

g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi d i 
penilaian, kelembagaan dan sarana prasaran a, 
pembangunan karakter sekolah menengah atas; 

bidang kurikulum 
serta peserta didik 

dan 
dan 

h. pelaporan di bidang ku rikulum dan penilaian, kelem bagaan dan sarana 
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah 
menengah atas; dan 

1.	 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ata san . 

Paragraf6 

Bidang Pembinaan Se kolah Mene ngah Kejuruan 

Pasa l 13 

(1)	 Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas 
melaksanakan penyusun an bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang pembinaan sekola h menengah kejuruan. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maks u d pada ayat (1), Bidang 
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi: 
a.	 penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, 
serta peserta did ik dan pembangun an karakter sekolah menengah 
kejuruan ; 

b.	 pembinaan pelaksanaan kebijakan di bida n g k u ri ku lu m dan penilaian, 
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan karakter sekolah men en gah kej u ruan; 

c.	 penyusunan bahan fa s ilitasi kerjasama ind u s tri sekolah menengah 
kejuruan; 

d .	 pelaksanaan pembangunan technopark di lingkungan sekolah menengah 
kejuruan; 

e.	 penyusunan bahan penetapan k urik u lum mua tan lokal sekolah menengah 
kejuruan; 

f.	 penyusunan bahan penerbitan izin pend irian , penataan, dan penutupan 
sekolah menengah kejuruan; 

g.	 penyusunan bahan pembinaan pela ksana an ku rikulum dan penilaian, 
kelembagaan dan sarana prasarana , serta peserta didik dan 
pembangunan karakter sekolah menengah kej u ruan ; 

h .	 pelaksanaan pemantauan dan evalu a si di bidang kurikulum dan 
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan karakter sekolah m en en gah keju ruan; 

1.	 menyiapkan pelaporan di bidang k u rikulum dan penilaian, kelembagaan 
dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter 
sekolah menengah kej u ruan; dan 

J .	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan . 
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Paragraf 7 

Bidang Pembinaan Pe ndidikan Khusus 

Pasal 14 

(1)	 Bidang Pembinaan Pendidikan Kh u s u s m empunyai tugas melaksanakan 
penyusunan bahan perum usan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pendidikan khusus. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), Bidang 
Pembinaan Pendidikan Khusus mem punyai fu n gsi: 

a .	 penyusunan bahan perum usan dan koordinasi pela k sana a n kebijakan di 
bidang kurikulum dan penilaian, kelem bagaan dan sarana prasarana, 
serta peserta didik dan pembangunan karakter pen d id ika n khusus; 

b.	 pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang k u rik u lu m dan penilaian , 
kelembagaan dan sarana pra sarana , serta peserta didik dan 
pembangunan karakter pendidikan khu su s ; 

c .	 penyusunan bahan penetapan k u rilcu lu rn m uatan lokal pendidikan 
khusus; 

d .	 penyusunan bahan penerbitan izin pen d irian, penataan, dan penutupan 
satuan pendidikan kh u su s ; 

e. penyusunan bahan pem bin a an pela ksanaan ku rikulu m dan pen ilaian, 
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan karakter pendidikan khusus: 

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi d i bid ang kurikulum dan 
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan karakter pendidikan khu su s ; 

g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana 
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan 
khusus;dan 

h .	 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 8 

Bidang Pe mbinaan Ke tenagaan 

Pasal15 

(1)	 Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di b idang pembinaan pendidik 
dan tenaga kependidi kan sekolah men enga h atas, sekolah menengah 
kejuruan, dan pendidikan khusus, serta tenaga keb u da yaan . 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tuga s sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi : 

a.	 penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pela k sana a n kebijakan di 
bidang pembinaan pen didik dan tenaga kependidikan sekolah menengah 
atas, sekolah menengah kejuruan, dan pen did ikan khusus, serta tenaga 
kebudayaan; 

b.	 penyusunan bahan kebijakan d i bidang pembinaan pendidik dan tenaga 
kependidikan sekolah m en en gah atas, sekolah m en en gah kejuruan, dan 
pendid ikan khusus, serta tenaga kebu dayaa n ; 

c.	 penyusunan bahan ren cana kebutuhan pend id ik da n tenaga kependidikan 
sekolah menengah atas, sekolah men engah kejuruan, dan pendidikan 
khusus; 
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d.	 penyusunan bahan pem binaan pendidik dan ten a ga kependidikan sekolah 
menengah atas, sekolah menengah kej u ruan, da n pendidikan khusus; 

e.	 penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga 
kependidikan lintas kabupatenjkota dalam satu provin s i; 

f.	 penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga eagar budaya dan 
permuseuman, tenaga kesejarahan , ten aga tradisi, tenaga kesenian, dan 
tenaga kebudayaan lai nnya; 

g.	 penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi d i bidang pembinaan 
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah 
menengah kejuruan, dan pendidikan khusu s , serta tenaga kebudayaan; 

h.	 pelaporan di bidang pem binaan pendid ik dan tenaga kependidikan sekolah 
menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus, 
serta tenaga kebudayaan; dan 

1.	 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf9 

Bidang Kebudayaan 

Pasal16 

(1)	 Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di b ida ng kebudayaan . 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dim ak su d pada ayat (1), Bidang 
Kebudayaan mempunyai fu n gs i: 
a.	 penyusunan bahan peru musan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengelolaan eagar budaya, pengelolaan museum provinsi, 
pembinaan sej arah , peles ta rian tradisi, pembinaan komunitas dan 
lembaga adat, dan pem binaan kesenian; 

b.	 penyusunan bahan pembin a a n di bidang pen gelola a n eagar budaya, 
pengelolaan museum provins i, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi , 
pembinaan komun itas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; 

e.	 penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya 
lintas daerah kabupatenjkota dalam satu provinsi; 

d .	 penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya 
lintas daerah kabupatenjkota dalam satu provinsi; 

e .	 penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang 
masyarakat penganutnya lintas daerah kabu patenjkota dalam satu 
provinsi; 

f.	 penyusunan bahan pembinaan kesen ian yang masyarakat penganutnya 
lintas daerah kabupatenjkota da lam sa tu provin s i; 

g.	 penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal provin s i; 
h.	 penyusunan bahan penetapan eagar bu daya dan pengelolaan eagar 

budaya peringkat provinsi; 
i.	 penyusunan bahan penerbitan izin membawa eagar budaya ke luar 

provinsi ; 

J.	 penyusunan bahan pengelolaan museu m provin s i; 
k.	 penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan eagar budaya, 

pengelolaan museum provins i, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, 
pembinaan komunitas dan lembaga a da t, dan pemb ina an kesenian; 

1.	 penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan eagar 
budaya, pengelolaan museum provins i, pem binaan sejarah, pelestarian 
tradisi, pembinaan komu n itas dan lembaga adat, dan pembinaan 
kesenian; 
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m . pelaporan di bidang pen gelolaan eagar b u daya , pengelolaan museum 
provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas 
dan lembaga adat, dan pem bin aan kesen ian; dan 

n.	 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Pasal17 

(1)	 Seksi eagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas menyiapkan bahan 
pembinaan, koordinasi , fasilitasi , pemantauan dan evaluasi di bidang 
registrasi eagar budaya dan pelestarian eagar budaya , serta permuseuman 
pada satu provinsi. 

(2)	 Rineian tugas Seksi eagar Bu daya dan Permuseu man adalah sebagai berikut: 
a.	 menyusun bahan perumusan, koordinasi pe la ksanaan kebijakan registrasi 

eagar budaya dan pelestarian eagar budaya, serta permuseuman; 
b .	 menyusun bahan pe m binaan dan fasilitasi regis trasi eagar budaya dan 

pelestarian eagar budaya, serta permuseuman ; 
e .	 menyusun bahan pelaksanaan perlindu ngan, pengembangan , dan 

pemanfaatan museu m ; 
d.	 menyusun bahan penerbitan izin mem bawa eagar budaya ke luar daerah 

provinsi; 
e.	 menyusun bahan pemantauan dan evaluasi d i bidang registrasi eagar 

budaya dan pelestarian eagar budaya, serta permuseuman; 
f.	 menyiapkan pelaporan di bidang registrasi ea gar budaya dan pelestarian 

eagar budaya, serta permuseuman; dan 
g.	 melaksanakan tugas lain di berika n oleh atasan. 

Pasa l 18 

(1)	 Seksi Sejarah dan Tradisi mempu nyai tugas menyia pkan bahan pembinaan , 
koordinasi , fasilitasi, pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah , tradisi, 
pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komu nitas dan lembaga adat. 

(2)	 Rin eian tugas Seksi Sejarah dan Tradis i adalah sebagai berikut: 
a .	 melakukan penyusunan bahan perumusan , koordinasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang sejarah, tradisi , pendaftaran budaya tak benda, dan 
pembinaan komunitas dan lembaga adat; 

b .	 menyusun bahan pelestarian tradisi ; 
c.	 menyusun bahan pembinaan di bidang sejara h dan tradisi; 
d.	 menyusun bahan pemantauan dan eval uasi sejarah, tradisi , pendaftaran 

budaya tak benda, dan pembinaan ko m unitas dan lembaga adat; 
e .	 menyiapkan pelaporan di bidang sejarah , tradis i, pendaftaran budaya tak 

benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan 

f.	 melaksanakan tugas lain di berikan oleh atasan. 

Pasal 19 

(1)	 Seksi Kesenian mempunyai tugas menyia pkan bahan pembinaan, koordinasi, 
fasilitasi , pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan di bidang 
kesenian . 

(2)	 Rineian tugas Seksi Kesenian adalah sebagai berikut: 
a. menyusun bahan perumusan, koord inasi pelaksanaan kebijakan 

b . 
e. 

d . 

pembinaan kesen ian; 
menyusun bahan pem bin aa n kesenian; 
menyusun bahan pemantauan da n eva luasi 
kesenian ; 
menyiapkan pelaporan di bidang pembinaan kese

di bidang 

n ia n ; dan 

pembinaan 

e . melaksanakan tu ga s lain di berikan oleh atasan . 
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Bagian Kedua 

Dinas Enegi dan Sumber Daya Mineral 

Paragraf 1 

Tugas dan Fungs i 

Pasal20 

(1) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan 
provinsi di bidang energi dan sumber daya m in eral berdasarkan asas otonomi 
yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentras i dan pembantuan serta 
tugas lain sesuai dengan kebijakan yang dite ta pkan oleh Gubernur 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tu ga s sebagaima na dimaks ud pada ayat (1), Dinas 
mempunyai fu n gs i: 
a.	 perumusan kebijakan , pengaturan, perencanaan dan penetapan 

standarjpedoman; 
b.	 penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfa a tan sumberdaya 

mineral, batubara, panas bumi dan air tanah ; 
c.	 pelaksanaan inventarisasi kawasa n karst dan kawasan lindung geologi 

pada wilayah provinsi; 
d.	 pelaksanaan kebijakan dan koordinasi m itiga s i bencana geologi pada 

wilayah lintas kabupatenjkota; 
e .	 penetapan peraturan daerah provin si di bidang energi dan 

ketenagalistrikan; 
f.	 pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi di wilayah 

provmsi ; 
g.	 pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi; 
h.	 pelayanan administrasi; dan 
1.	 pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubemur sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Paragraf2 

Susunan Organ isasi 

Pasal21 

(1)	 Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari: 

a.	 Kepala Dinas; 

b.	 Sekretariat, membawahi:
 
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 
2) Sub Bagian Keuangan ; dan
 
3) Sub Bagian Perencanaan.
 

c .	 Bidang Energi; 
d.	 Bidang Geologi dan Air Ta n ah; 

e .	 Bidang Mineral dan Batubara; 

f.	 Bidang Ketenagalistrikan; 

g.	 Cabang Dinas; 
h .	 Kelompok Jabatan Fungs ional, terd iri dari sejumlah jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai den ga n bidang keahlian dan 
keterampilannya. 
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(2)	 Sekretariat sebagaimana d im a k s u d pada aya t (1) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang bera da di bawah dan bertariggungjawab kepada 
Kepala Dinas. 

(3)	 Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e 
dan huruf f, masing-masing dip im pi n oleh seora n g Kepala Bidang yang 
berada di bawah dan bertanggun gja wa b kepada Kepala Dinas. 

(4)	 Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana d im aksud p a da ayat (1) huruf b , 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala S u b Bagian yang berada di 
bawah dan bertanggungjawa b kepa d a Sekretaris Din as. 

(5)	 Cabang Dinas sebagaimana d imaks u d pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh 
Kepala Cabang Dinas yang berada d i bawah da n bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas. 

(6)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h , 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fun gsional senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(7)	 Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan da n Peraturan Gubemur ini. 

Paragraf 3 

Kepala Dinas 

Pasa1 2 2 

(1)	 Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan 
mengevaluasi serta memberikan pembinaan terhadap tugas dalam bidang 
energi dan sumber da ya m in e ral, menyelenggarakan tugas desentralisasi 
serta tugas-tugas lain di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , menye1enggarakan 
sebagian kewenangan pemerintah yang d iserahka n kepada Gubernur 
(dekonsentrasi) dan t u ga s pembantuan serta tugas-tugas lain sesuai dengan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Gu bem u r. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tu ga s sebagaima n a di m aks u d pada ayat (1), Kepala 
Dinas mempunyai fungsi: 

a .	 penyusunan rencana dan meru muskan keb ijakan teknis dan pembinaan 
pengelolaan bidang energi dan sumber daya minera l ya n g meliputi energi, 
geologi dan air tanah, mineral dan batu bara, dan ketenagalistrikan; 

b .	 pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis perizin a n dan rekomendasi 
teknis bidang energi dan sumber daya m in eral ses u a i dengan kewenangan 
dan kebutuhan daerah; 

c .	 pelaksanaan pe1ayanan umum, kerjasama dan pembinaan teknis bidang 
energi dan sumber daya mineral; 

d.	 pelaksanaan pengawasan teknis bidang energi da n sumber daya mineral 
sesuai dengan kebijakan desentralisasi d a n dekonstrasi ; 

e.	 pelaksaaan tugas pembantuan bidang energi dan sumber daya mineral ; 
f.	 pelaksanaan pelayanan infonnasi bidang energi dan sumber daya mineral ; 
g .	 pelaksanaan koordinasi u n t u k kelancaran pela k sana a n tugas; 
h.	 pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis , pembinaan, pemberian 

pertimbangan teknis perizinan da n pelayanan umum serta pengawasan 
teknis sesuai kewenangannya; 

i.	 pengelolaan ketatausahaan pada u n it kerjanya; dan 
J.	 pelaksanaan usulan pengangkatan ja batan penyidik bumi, inspektur 

tambang, inspektur migas, inspektur ke ten a galis tri kan serta pembinaan 
jabatan fungsional p rovin s i. 
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Paragraf 4 

Sekretariat 

Pasa1 2 3 

(1 ) Sekretariat Dinas mempu nyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan , 
pemantauan, pengendalian dalam pengelolaan keuangan , umum, 
kepegawaian dan perencanaan serta pemberian dukungan administrasi 
Dinas. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretariat Dinas mempunyai fu n gs i: 
a .	 pelaksanakan koordinasi kegia tan d ina s ; 
b.	 penyelenggaraan pengelolaan admin istrasi um um , kepegawaian , 

keuangan, dan perencanaan serta men dukung kelancaran pelaksanaan 
tugas dan fungsi d in as; 

c .	 penyusunan rencana stra tegis Dina s den ga n menga cu pada rencana 
strategis Pemerintah Provinsi Lampung. 

d.	 penyusunan program dan kegiatan Din a s Energi dan Sumber Daya 
Mineral dengan menjabarkan dalam rencana program aksi dan kegiatan 
berdasarkan tugas pokok dan fu n gsi serta peraturan perundang­
undangan yang berlaku ; 

e.	 penyusunan Rencana Kinerja Dinas melalu i rum u san , sasaran indikator 
serta anggaran agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat 
dijadikan tolak ukur keberhasilan organisasi satuan kerja; 
penyusunan penetapan kinerja tahu nan Dinas berdasarkan rencana kerja 
tahunan yang telah diteta pkan agar diperoleh komitrnen tertulis rencana 
kinerja yang akan dicapai ; 

g.	 pelaksanaan dan menyia pkan bahan penyu s u nan rencana kebutuhan, 
mutasi, penghargaan dan kesejahte ra an pegawai . 

h.	 pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan 
perundang-undangan. 

1.	 pelaksanaan dan penyiapan bahan penatausahaan dokumen keuangan 
dan laporan realisasi anggaran. 

J.	 penyiapan Laporan Akuntabilitas Kinerja In s ta n s i Pemerintah sebagai 
bahan pertanggungjawaban pelaksana an program dan kegiatan setiap 
tahun anggaran . 

k.	 pelaksanaan ketatausahaan pada unit kerja nya; dan 
1.	 pelaksanakan fungsi lain yang diperin tahkan atasan . 

Pasal 2 4 

(1)	 Sub Bagian Um u m dan Kepega waian mem pu nyai tu ga s menyiapkan bahan 
ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, keh u ma san dan hukum, 
pengelolaan pegawai dan pengurusan organisasi d ina s . 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: 
a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi urusan umum dan 

pengelolaan kepegawaian; 
b.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan keseketariatan , ekspedisi 

persuratan dinas dan kearsipa n serta u nsur keprotokolan dan upacara; 
c.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana kebu tuhan sarana barang 

inventaris, pelaksanaan u r u san pengadaan sarana dan prasarana kerja, 
serta urusan distribusi penggunaan dan pemelih a raan barang inventaris; 

d.	 melaksanakan da n menyia pka n bahan pengelolaan jaringan listrik, 
telepon , keamanan, kebersihan , pertamanan dan perparkiran; 
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e .	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penyu su na n rencana kebutuhan 
pegawai , mutasi, penghargaan dan kesejahteraan pegawai, dan 
implementasi simpeg serta unsur organisasi da n analisis jabatan; 

f.	 melaksanakan dan menyia pkan bahan penyertaan kediklatan pegawai; 
g.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan proses usul pengangkatan dan 

pemberhentian Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanjSekretaris kegiatan 
lingkup Dinas; 

h .	 melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan peraturan 
perundang-undangan serta kehum a san; 

1.	 melaksanakan dan menyiapkan bah an pengelolaan dokumentasi, 
perpustakaan dan pelayanan informasi h u ku m ; 

J .	 melaksanakan dan menyiapkan bahan sosialisasi peraturan 
perundang-undangan bidang pertamba n gan; 

k.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan ba han laporan kegiatan Sub 
Bagian Umum dan Kepega wai an; 

1.	 melaksanakan ketatausahaan pada unit kerja nya ; dan 
m . melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Pasa125 

(1)	 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan 
keuangan, penyusunan anggaran belanja, akuntansi dinas, verifikasi dan 
perbendaharaan, agar tertata dan terkelolanya keuangan dinas. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Keu angan adalah sebagai berikut: 

a .	 menganalisis, meneliti , menguji berkas pengaj u an Surat Permintaan 
Pembayaran ; 

b .	 menyiapkan Surat Perintah Mem bayar untu k diotorisasi oleh Pejabat 
Pengguna Anggaran; 

c .	 melakukan proses aku ntansi sesuai den gan Standar Akutansi Pemerintah 
(SAP); 

d .	 melaksanakan dan menyiapkan bahan adm in is tr a s i keuangan; 
e .	 melaksanakan penataan dokumen keuangan; 

f.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pen yusunan rencana anggaran 
belanja rutin dinas; 

g.	 melaksanakan dan menyiapka n bahan la poran keuangan; dan 

h.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan . 

Pasa1 2 6 

(1)	 Sub Bagian Perencanaan mempunyai tu gas memberi petunjuk membagi 
tugas, membimbing, mengontrol, mem buat berpedoman dengan cara 
memimpin Sub Bagian Perencanaan dalam rangka membagi tugas yang 
berpedoman pada petunjuk teh n is, untuk mengh a s ilkan pekerjaan yang 
betul-betul mengenai sasaran. 

(2)	 Rincian Tugas Sub Bagian Perencanaan a da lah sebagai berikut: 

a .	 menyiapkan Rencana Strategis Dinas; 
b.	 menyiapkan Rencana Kerja Din a s; 

c .	 menyiapkan KUA-PPAS Dinas; 

d.	 menyiapkan RKA Dinas; 

e.	 menyiapkan DPA Dinas; 

f.	 menyiapkan POK ROK Din a s ; 

g.	 m enyiapka n Lapora n Ca paian Kinerja Bu lana n Progra m Kegiata n Dinas; 
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h.	 menyiapkan LAKIP Bulanan Dinas; 

1.	 menyiapkan LAKIP Tahunan Dinas; 

j.	 menyiapkan LPPDjLKPJ Dinas; 

k.	 menyiapkan Laporan Evaluasi Renj a Dinas; dan 

m.	 menyiapkan Penetapan Kin erja Dinas. 

Paragraf 5 

Bidang Energi 

Pasa127 

(1)	 Bidang Energi mempunya i tu ga s menyusun bahan rencana dan kebijakan 
teknis, melaksanakan perhitungan kebutu han energi Minyak dan Gas Burni, 
pemberian persetujuan Usaha Niaga Umu m, Pe nyalur, Transportir dan Tata 
Niaga Bahan Bakar Minya k , Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas 
(LPG}) bimbingan teknis, kerjasama, pengawa san serta pengelolaan dan 
informasi di bidang Minyak dan Gas Bum i serta Energi Baru Terbarukan, 
menyiapkan data pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan menyusun 
program rencana Konservasi Energi sesua i d en gan kewenangan nya. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaks u d pada ayat (1), Bidang 
Energi mempunyai fungsi : 
a .	 pelaksanaan pembinaan dan pengawasan da lam rangka verifikasi dan 

konservasienergi; 
b.	 pelaksanaan perhitungan prod u ks i dan realisasi Lifting Minyak Bumi dan 

Gas Bumi bersarna pemerintah dan kon traktor Minyak dan Gas Bumi; 
c .	 pe1aksanaan penetapan dan monitoring Badan Usaha Niaga Umum, 

Penyalur, Transportir, Tata Niaga Bahan Bakar Minya k , Bahan Bakar Gas 
dan Liquefied Petroleum Gas (LPG); 

d.	 pelaksanaan pengawasan pen distribusian, K3 (Kea mana n , Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja) dan lingku ngan, Ta ta Nia ga Bahan Bakar Min yak, 
Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas (LPG); 

e.	 pelaksanaan pelaporan dan evaluasi Badan Usaha Niaga Umum, Penyalur, 
Transportir, Tata Niaga Bahan Bakar Minya k , Bahan Bakar Gas dan 
Liquefied Petroleum Gas (LPG); 

f.	 pengawasan pencantu m an Nom or Pelu mas Terdaftar pada pelumas ya n g 
beredar di pasaran sesuai dengan keten tuan peraturan perundang­
undangan; 

g.	 pemantauan penerimaan daerah dan En ergi Minyak Bumi dan Gas Bumi 
serta Energi Barn Terbaru kan; 

h .	 penyusunan bahan kebijakan pen gelolaan Energi Minyak dan Gas Bumi 
serta Energi Baru Terbarukan di Provin s i Lampung; 

1.	 pelaksanaan koordinasi, inventarisasi dan pembinaan pada instansi, 
badan usaha dan masyarakat umum dalam upaya diversifikasi dan 
konservasi energi; 

J.	 pengumpulan dan pengolahan data kebu tu h an Energi Minyak dan Gas 
Bumi, pelaksanaan pengawasan terhadap pe n d is t r ib u s ia n Bahan Bakar 
Minyak dan Gas Bum i dari h u lu sampai h ilir , pemberian pertimbangan 
teknis dan rekornen d asi persetuj uan u saha Energi Minyak dan Gas Bumi 
yang menjadi wewenang pemerintah provin s i; 

k.	 pengumpulan, pengolahan data, pen yediaan , penyaluran bahan bakar non 
migas dan pemanfaatan energi terbaru kan ser ta pemberian rekomendasi 
izin usaha energi terbaru kan yang m enjadi wewenang pemerintah provinsi ; 

1.	 pengumpulan, dan pengolahan data sumber energi, penyebarluasan 
program pemerintah dalam bidang konservasi energi , serta pelaksanaan 
program lain yang berhubungan dengan u paya kon serva si energi; dan 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh a tasan. 



-19­

Paragraf 6 

Bidang Geologi dan Air Tanah 

Pasa1 2 8 

(1)	 Bidang Geologi dan Air Ta nah mempunyai tugas melaksanakan pemetaan 
topografi , pemetaan geologi , pemetaan geologi tata lingkungan, pemetaan 
geologi teknik, inventarisasi, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi 
mineral , batubara, panas bumi, air tanah serta menyiapkan data tata ruang 
berbasis geologi, pemberian rekomenda si teknis dalam rangka izin 
pengeboran dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah dalam dan 
lintas kabupatenJkota pada Provinsi Lamp u n g serta pelayanan administratif, 
informasi geologi dan kebencanaan , data dan informa s i potensi sumber daya 
mineral , batubara, panas bumi dan air tana h . 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiman a di maks u d pada ayat (1), Bidang 
Geologi dan Air Tanah mempunyai fungsi : 
a .	 pelaksanaan survei penyelidikan pemetaan topografi , pemetaan geologi, 

pemetaan Geologi Teknik, pemetaan Geologi Tata Lingkungan guna 
menunjang pengembangan wilayah serta perencanaan tata ruang berbasis 
geologi; 

b.	 pelaksanaan penelitian, penyelid ikan dan pen ga ma tan aktifitas gun u n g 
berapi, kegempaan , gelom bang tsunam i, dan gejala-gejala geologi dalam 
upaya mitigasi bencana geologi; 

c.	 pelaksanaan inventarisasi, penyelidikan dan pen elitian serta eksplorasi 
dalam rangka memperoleh data dan in formasi potensi sumber daya 
mineral, batubara, serta panas bumi; 

d .	 pelaksanaan pengelolaan air tanah, peneta pan Nilai Perolehan Air Tanah 
(NPA) bidang Air Tanah da n penetapan zonasi kon serva si air tanah pada 
cekungan air tanah dalam dan lintas ka bupaten Zkota pada Provinsi 
Lampung; 

e .	 pelaksanaan pengawasan dan pem berian rekomendasi teknis dalam 
rangka penerbitan izin pengebora n dan pengusahaan air tanah pada 
cekungan air tanah dalam dan lintas kabu paten/kota pada Provinsi 
Lampung; 

f.	 penyiapkan bahan untu k pemeriksaan dan analisa laboratorium mineral , 
batubara, panas bumi dan air tanah ; 

g.	 menyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan, 
pemanfaatan dan pengembangan mitigasi ben ca n a geologi, air tanah, serta 
potensi mineral, batubara dan panas bu mi; 

h .	 penyusunan, pengolahan dan penyajian data dan Pengelolaan informasi 
geologi lingkungan, sumber daya geologi, m in eral , batubara, panas bumi, 
serta air tanah pada Provinsi Lampung; 

1.	 penyiapan bahan pemetaan topografi, pem etaan geologi, pemetaan geologi 
tata lingkungan , pemetaan geologi teknik dan inventarisasi aktifitas gejala­
gejala geologi dan pengelolaan kawasan bencana geologi dalam rangka 
mitigasi guna pengembangan wilayah da n perencanaan tata ruang 
berbasis geologi serta pemberian bim bin ga n teknis mitigasi bencana 
geologi; 

J.	 penyiapan bahan inventarisasi penyelidikan dan eksplorasi potensi air 
tanah serta pemetaan Hidrogeologi da lam rangka memperoleh data, 
informasi untuk pengelolaan air tana h, pen etapan Nilai Perolehan Air 
(NPA) bidang Air Tanah di wilayah Provin s i Lam p u n g dan penetapan zonasi 
konservasi air tanah, pengawasan dan pemberian rekomendasi teknis 
daJam rangka penerbitan izin pengebora n da n pengusahaan air tanah 
pada cekungan air tanah dalam Provinsi Lam pu n g, serta mempersiapkan 
dan melaksanaka n b imbin gan teknis pen gelolaan dan pemanfatan air 
tanah; 
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k.	 penyiapan bahan inven tarisas i penyelidikan dan eksplorasi potensi air 
tanah serta pemetaan Hidrogeologi dalam rangka memperoleh data, 
infonnasi untuk pengelolaan air tanah, penetapan Nilai Perolehan Air 
(NPA) bidang Air Tanah d i wilaya h Provin s i Lampu n g dan penetapan zonasi 
konservasi air tanah , pengawasan dan pemberian rekomendasi teknis 
dalam rangka penerbitan izin pengebora n dan pengusahaan air tanah 
pada cekungan air tanah dalam Provins i Lam pung, serta mempersiapkan 
dan melaksanakan bimbingan teknis pen gelolaan dan pemanfatan air 
tanah; dan 

1.	 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 7 

Bidang Mineral dan Bat uba ra 

Pasal29 

(1)	 Bidang Mineral dan Batubara mem punyai tugas melaksanakan ; 
pengembangan investasi sektor pertambangan melipu t i pendapat teknis; 
penetapan wilayah izin usaha pertambangan, eksplorasi dan operasi 
produksi, pertambangan rakyat. Penyusunan rencana wilayah pertambangan 
meliputi; wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat. 
Analisis terhadap data usaha pertambangan mineral dan batubara, 
pembinaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara serta 
pendataan dampak positi f usaha dibidan g min era l dan batubara sampai 
dengan pasca operasi tambang pada l (satu ) wilayah provin si . 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tu ga s sebagaimana dima ks u d pada ayat (1), Bidang 
Mineral dan Batubara mempunyai fu ngs i: 
a.	 pendapat teknis penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral 

bukan logam dan batuan dalam 1 (satu ) Daerah provin s i dan wilayah laut 
sampai dengan 12 (dua belas) m il; 

b .	 Pendapat teknis penerbitan izin usaha pertam bangan mineral logam dan 
batubara dalam rangka penanaman moda l dal a m negeri pada wilayah izin 
usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi 
tennasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) millaut; 

c.	 pendapatan teknis pen erbitan izin usaha pertambangan mineral bukan 
logam dan batuan dalam rangka pena n aman m odal dalam negeri pada 
wilayah izin usaha pertambangan ya n g berada dalam 1 (satu) Daerah 
provinsi tennasuk wilayah laut sampai den ga n 12 (dua belas) millaut; 

c.	 pendapat teknis penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas 
minerallogam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah 
pertambangan rakyat; 

c .	 pendapat teknis penerbitan izin usah a pertamba n ga n operasi produksi 
khusus untuk pengolahan dan pemu rnian dalam rangka penanaman 
modal dalam negeri yang komoditas tam ban gnya berasal dari 1 (satu) 
Daerah provinsi yang sama; 

d.	 pendapat teknis penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat 
keterangan terdaftar dalam rangka pen anaman modal dalam negeri ya n g 
kegiatan usahanya dalam 1 (satu ) Daerah p rovin s i; 

e.	 penetapan harga patokan min eral bukan logam dan batuan; 
f.	 penyiapan, pengumpu lan, pengolahan data pertamba n ga n Mineral dan 

Batubara, pengusahaan serta izin eksplorasi dan operasi produksi dalam 
1 (satu) daerah Provin si tennasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua 
belas) mil; 
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g.	 penytapan bimbingan teknis pertambangan, mengkoordinasi kegiatan 
pembinaan dan pengawasan terkait aspek Teknik Pertambangan , 
Keselamatan Operasi, K3 Pertamba ngan, Lindungan Lingkungan 
Pertambangan, pengem bangan tenaga kerja teknis pertambangan , 
pengembangan dan pem berdayaan masyarakat setempat; 

h.	 penetapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan, Wilaya h 
Pertambangan Rakyat dalam 1 (satu) Daerah Provin si; dan 

1.	 pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan . 

Paragraf 8 

Bidang Ketenagalistrikan 

Pasa130 

(1)	 Bidang Keten a galis trikan mempunyai t u gas merumuskan serta 
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang ketenagalistrikan. 
Menyajikan analisa data ketenagalistrikan serta penyediaan Iistrik, 
pengembangan, pembangunan serta pembinaan dan pengawasan usaha 
ketenagalistrikan yang tidak terh u bu ng kedala m Jaringan Transmisi 
Nasional. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana d im aks u d pada ayat (1), Bidang 
Ketenagalistrikan mempu nyai fungsi: 
a.	 pengumpulan, pengolahan data pem bangkit dan pengusahaan tenaga 

listrik serta penetapa n dan pemberian pertimbangan teknis izin 
pemanfaatan jaringan ten a ga listrik untu k kepentin gan Telekomunikasi , 
Multimedia dan Infonnatik a ; 

b .	 pelaksanaan perumusan program rencana keli s t rikan dan pengolahan 
data dalam rangka pengembangan en ergi list r ik dengan menggalakan 
usaha intensifikasi, diservikasi , konservasi dan indeksasi 
ketenagalistrikan ; 

c.	 pelaksanaan monitoring pelayanan u saha ketenagalistrikan dan 
pembinaan kepada m a syaraka t pem a ka i lis trik ; 

d .	 pelaksanaan penyiapan data, bahan baku serta pengujian spesifikasi dan 
mutu instalasi listrik; 

e.	 pemberian bimbingan teknis dan evalua s i di bidang ketenagalistrikan; 
f.	 perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keten a ga lis t rikan; 
g .	 penyusunan laporan pelaksanaan kegiata n pada bidang ketenagalistrikan ; 
h .	 pelaksanaan kebijakan , pembinaan, pengatu ran dan pengawasan kegiatan 

usaha , serta pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik, menyiapkan 
dan mengolah data penyediaan pen ya Iu ran serta pengawasan 
pengusahaan ketenagalistrikan; 

1.	 penyusunan rumusan kebijakan , p rogram serta pembinaan kerjasama, 
program pengembangan serta sistem in fonnasi potensi energi listrik dan 
ketenagalistrikan; 

J .	 pelaksanaan dan peru m u san kebijakan Teknis dan pembinaan Kesehatan, 
Keselamatan Kerja dan lind u n g lingkungan (K3L) usaha penunjang di 
bidang ketenagalistrikan ya n g menjad i wewen a ng Pemerintah Provinsi ; 
dan 

h.	 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

BABIV 

KELOMPOK J ABATAN FUNGSIONAL 

Pasa131 

(1)	 Kelompok Jabatan Fu ngs iona l mempunyai tu ga s d an fungsi sesuai dengan 
jabatan fungsion a l masin g-mas ing berda sarkan pera tu ra n perundang­
undangan yang berlaku. 
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(2)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang ten aga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang 
ditunjuk oleh Gubemur, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
kepala dinas. 

Pasa1 3 2 

(1)	 Kelompok jabatan fungsiona l terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2)	 Jumlah jabatan fungsional sebagaim ana dima ksu d pada ayat (1), ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja . 

(3)	 Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diatur sesuai dengan pera turan perundang-undangan yang berlaku. 

(4)	 Pembinaan terhadap Pejabat Fungsiona l sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

BABV 

JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

Pasa1 3 3 

(1)	 Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi 
pratama. 

(2)	 Sekretaris, Kepala Bidang, mer u pakan j a ba ta n eselon IlIa atau jabatan 
administrator. 

(3)	 Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau 
jabatan pengawas. 

BAB VI 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Pasa1 3 4 

(1)	 Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan 
Kepala Seksi diangkat da n diberhentikan oleh Gubemur dari Pegawai 
Aparatur Sipil Negara yang telah memenu h i syarat sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Pengangkatan dan Pemberhentian dala m jaba tan S tru ktu ral dilakukan sesuai 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku . 

DAB VII 

TATA KERJA 

Pasa135 

(1)	 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Un it Kerja dalam lingkungan Dinas 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergras i , sin kron isa s i dan simplifikasi 
baik dalam lingkungannya maupun denga n in s tan si lain. 

(2)	 Setiap Kepala Unit Kerja dala m lingkungan Dinas bertanggungjawab 
memimpin, mengkoord inasikan dan mengendalikan bawahannya serta 
memberikan bimbingan dan petu nju k bagi pelaksana an tugas kedinasan. 

(3)	 Setiap Kepala Unit Kerja dalarn lin gk u n ga n Din a s bertanggu n g jawab kepa da 
atasan dan menyarnpaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan 
tugas masing-masing. 
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(4)	 Setiap Kepala Unit Kerja dalam lin gk u n gan Dinas wajib melaksanakan 
pengendalian intern. 

Pasa136 

(1)	 Setiap pejabat struktural dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab dalam 
memimpin, mengkoordinas ikan, mengendalikan dan memberikan bimbingan 
serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing­
masing. 

(2)	 Setiap pejabat struktural wajib mengik u ti dan memat u h i petunjuk-petunjuk 
dan bertanggungjawab pada atasan masing-rnasing serta menyampaikan 
laporan tepat pada waktunya. 

(3)	 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, agar tembusan disampaikan 
kepada unit kerja lain d i lingkungan Dinas yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja. 

(4 )	 Setiap laporan yang diterima oleh Kepals, Dinas diolah dan dipergunakan 
sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanj u t dan dijadikan bahan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

Pasa1 3 7 

(1)	 Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas 
sesuai dengan peraturan perunda n g-u n danga n yang berlaku. 

(2)	 Dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang bera da 
dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang dit u nj u k oleh atasan satuan 
organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan 
Kepangkatan. 

(3 )	 Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berh al angan , tugas-tugas Sekretaris 
atau Kepala Bidang berada dalam koord in asi seorang Kepala Sub Bagian atau 
Kepala Seksi 
organisasi d
Kepangkatan. 

masing-masing Bidang 
engan memperhatikan 

yan g ditunj u k 
seniori tas dal

oleh atasan 
am Daftar 

satuan 
Urutan 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa1 3 8 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernu r ini, pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tu ga s nya sampai dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini. 

BABIX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa139 

Pada saat mulai berlaku nya Peratura n Gubemur in i, maka: 

a .	 Peraturan Gubernur Lampu ng Nomor 6 2 Tahu n 201 6 tentang Kedudukan , 
Susunan Organisasi, Tu gas dan Fu ngsi serta Ta ta Kerja Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Provinsi Lampu ng; dan 

B.	 Peraturan Gubernur Lampu n g Nomor 85 Tahu n 20 16 tentang Ked udukan, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Din a s En ergi d a n Sumber Daya Mineral 
Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur 
Lampu ng Nomor 18 Ta h u n 2 018, dica b u t dan dinyatakan tida k berlaku . 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasa1 40 

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur im diatur lebih 
lanjut oleh Kepala Dinas setela h dise tujui Gu be m u r. 

Pasa141 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diu ndangkan . 

Agar setiap orang dapat mengetahu inya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Beri ta Daerah Provinsi Lampung. 

PARAF KOO 
Ditetapkan di Telukbetung 
pa da tanggal 8 Juli 2019 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ARINAL DJUNAIDI 

Diundangkan di Telukbetung 
pada tanggal 8 Jul i 20 19 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

Ir. FAHRI~ARMINTO'MA 
Pembina Utama Mady a 

NIP. 19641021 199003 1 004 

BERI TA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR .).0.
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPlRAN I PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
DlNAS PENDlDlKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR :30 TAHUN 20 19 
PROVINSI LAMPUNG TANGGAL : 8 J u l i 2019 

KEPALA 

Kelompok Jabatan I 
Su b Bag ian 
Um um dan 

Kepegawaian 

I I 
Bid ang 

Bidang
Sekolah 

Menengah 
Pembinaan 

Kejuruan 
Pen didikan 

Khusu s 

I I 

I 
I 

Fungsional 

I I 
I I 

I 
Bid ang
 

Sekolah
 
Menengah
 

Atas 

SEKRETARIAT
 

I 
I 

S u b Bagian
 
Keuangan
 

1
 

Bidang
 
Pem binaan
 
Keten agaan
 

I 

Sub Bagian
 
Perencanaan
 

1 
Bidang
 

Kebudayaan
 

I 

Seksi 
eagar Budaya 

dan 
Permuseuman 

Seksi 
Sejarah dan 

Tr ad isi 

Seksi 
Kesenian 

I1 

CABANG 

1 

[Q 
l

IUPTD 
DINAS ~ 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

ARINAL DJUNAIDI
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPlRAN II PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAY A MINERAL NOMOR 3 0 TAHUN 20 19 
PROVI NSI LAMPUNG TANGGAL : 8 Juli 20 19 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

I I 
I I 

KEPALA 

I 

SEKRETARIAT 

I 
Su b Bagian 
Umu m dan 

Kepegawa ian 

Sub Bagian 
Keuangan 

Sub Bagian 
Perencanaan 

I I I I 
BidangBidangBidang Bidang

Mineral danGeologi dan AirEnergi Ketenagalistrikan
Batubara Tanah 

I 

CABANG 
DlNAS 

I 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ARINAL DJUNAIDI 


